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ABSTRAK 

 

Guna mendorong peningkatan kinerja sekaligus kesejahteraan pegawai, 

penelitian untuk mengkaji sistem penyaluran tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil 

Negara (ASN). Tunjangan kinerja adalah salah satu jenis kompensasi yang 

diberikan berdasarkan kinerja individu atau organisasi. Untuk membayar tunjangan 

kinerja, ada beberapa tahapan administratif yang harus dilewati. Ini dimulai dengan 

satuan kerja (pembuat), pejabat pemeriksa (pemeriksa), dan persetujuan akhir oleh 

pejabat berwenang (approvator) sebelum pembayaran dilakukan. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) teknik utama, 

yaitu observasi, wawamcara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa prosedur penyaluran tunjangan kinerja telah dilakukan sesuai dengan standar 

operasional prosedur yang berlaku, tetapi masih ada beberapa masalah. Ini 

termasuk data yang dimasukkan terlalu lama, dokumen pendukung yang tidak 

sesuai, dan koordinasi antarbagian yang tidak optimal. Akibatnya, untuk 

memastikan bahwa proses penyaluran tunjangan kinerja berjalan dengan efisien, 

jelas, dan akuntabel, diperlukan peningkatan pengendalian internal, penggunaan 

sistem informasi yang terintegrasi, dan penguatan fungsi pengawasan. 

Kata Kunci: prosedur, tunjangan kinerja, aparatur sipil negara, system 

pengendalian internal. 
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ABSTRACK 

 

As part of efforts to improve employee performance and welfare, this study 

examines the procedure for distributing performance allowances to Civil Servants 

(ASN). Pursuant to prevailing laws and regulations, performance allowances serve 

as a financial incentive awarded on the basis of either individual or organizational 

achievements. The disbursement process involves several administrative stages, 

beginning with the work unit (maker), followed by verification by the checking 

officer (checker), and final approval by the authorized official (approver) before 

payment is executed. 

This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected 

through observation, interviews, and documentation. The empirical findings reveal 

that the distribution process of performance allowances aligns closely with 

established standard operating procedures. Nonetheless, persistent challenges 

endure, such as data entry backlogs, non-compliant or missing supporting 

documentation, and insufficient coordination among departments. Therefore, to 

ensure that the distribution process operates efficiently, transparently, and 

accountably, improvements are needed in internal control mechanisms, the 

utilization of integrated information systems, and the strengthening of supervisory 

functions. 

Keywords: procedure, performance allowance, civil servants, internal control 

system. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk pada pegawai yang mengabdi di instansi 

pemerintah, yang mencakup lingkup pemerintahan pusat maupun daerah. Mereka 

terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu PNS dan PPPK, yang sama-sama diangkat secara 

resmi oleh negara. ASN digaji dari anggaran negara dan menjalankan tugas sesuai 

aturan yang berlaku (Berita Terkini, 2025). 

3 (tiga) peran utama ASN meliputi pelaksanaan kebijakan publik, penyediaan 

pelayan masyarakat, serta perekat bangsa. Mereka menjadi perpanjangan tangan 

negara dalam memberikan layanan publik. Karena itu, profesi ASN bukan hanya 

administratif, tetapi juga berperan besar dalam menjaga keutuhan dan fungsi 

pemerintahan. 

Polisi tidak tergolong ASN karena memiliki struktur organisasi serta hierarki 

yang berbeda. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Bukan 

hanya itu, perbedaan lainnya yaitu para proses seleksi atau rekrutmen. Meskipun 

bukan merupakan ASN, tetapi lembaga Polri dapat diisi oleh para pegawai ASN. 

Terutama untuk jabatan-jabatan tertentu di lingkungan Polri. 

Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Polri disebut sebagai PNS Polri. Para 

ASN tersebut menempati jabatan-jabatan fungsional serta struktural dalam rumpun 

teknik dan kesehatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, pemberian tunjangan kinerja 

dibutuhkan sebagai sarana motivasi untuk meningkatkan produktivitas, 

profesionalisme, dan kualitas layanan, sehingga kinerja pegawai dapat lebih 

optimal dan selaras dengan tujuan organisasi. 

Tunjangan Kinerja berfungsi meningkatkan motivasi kerja, kedisiplinan, 

profesionalisme, kesejahteraan, dan juga mendukung pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawab secara optimal personel Polri. Oleh karena itu, penyaluran 

tunjangan kinerja harus dilakukan mengikuti prinsip pengelolaan keuangan negara 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
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Pembendaharaan Negara, yang menekankan pentingnya tertib administrasi, 

kesesuaian dengan ketentuan hukum, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan 

akuntabilitas. 

Akuntabilitas dimaknai sebagai tanggung jawab mutlak yang diemban oleh 

setipa instansi pemerintah. Tanggung jawab ini mencakup tata kelola sumber daya 

yang digunakan seperti implementasi dari setiap kebijakan yang telah ditetapkan. 

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan seperti 

ketidaksesuaian data, keterlambatan penginputan, maupun masalah administratif 

lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana 

prosedur penyaluran tunjangan kinerja dilaksanakan pada layanan Bidang 

Keuangan Markas Besar Pusat Keuangan Polri serta bagaimana efektivitas prosedur 

tersebut dalam mendukung tertib administratif keuangan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui proses 

penyaluran tunjangan kinerja pada layanan Bidang Keuangan Markas Besar Pusat 

Keuangan Polri. Oleh karena itu, Laporan Tugas Akhir diberi judul: “Prosedur 

Penyaluran Tunjangan Kinerja pada Layanan Bidang Keuangan Markas Besar 

Pusat Keuangan Polri”. 

 

1.2 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran tunjangan kinerja pada personel di 

layanan Bidang Keuangan Markas Besar Pusat Keuangan Polri. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses penyaluran 

tunjangan kinerja pada personel di layanan Bidang Keuangan Markas Besar 

Pusat Keuangan Polri. 

3. Untuk mengetahui solusi atau upaya yang dilakukan dalam mengatasi 

hambatan pada proses penyaluran tunjangan kinerja pada personel polri di 

layanan Bidang Keuangan Markas Besar Pusat Keuangan Polri.  
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1.3 Manfaat Penulisan 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak: 

1. Bagi Markas Besar Polri  sebagai bahan  evaluasi  terhadap  prosedur  penyaluran   

    tunjangan kinerja yang sedang berjalan. 

2. Bagi PNJ menjadi referensi akademik bagi mahasiswa lain yang meneliti bidang  

    administrasi keuangan negara dan menambah kolesi perpustakaan. 

3. Bagi pembaca memberikan pemahaman  yang lebih  jelas mengenai mekanisme  

dan tahapan prosedur penyaluran tunjangan kinerja di lingkungan Markas Besar 

Polri dan memberikan gambaran betapa pentingnya kepatuhan terhadap prosedur 

dan SOP dalam pengelolaan keuangan negara. 

4. Bagi   penulis   menambah   wawasan   dan   pengalaman serta mengembangkan  

kemampuan analisis dalam mengidentifikasi permasalahan dan memberikan  

solusi terhadap prosedur penyaluran tunjangan kinerja. 

 

1.4 Metode Penulisan 

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam menyusun tugas akhir ini untuk 

menjelaskan secara rinci bagaimana Layanan Bidang Keuangan Markas Besar 

Pusat Keuangan Polri memberi tunjangan kinerja. 

1. Jenis data 

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui observasi langsung serta wawancara dengan pegawai yang 

menangani proses penyaluran tunjangan kinerja. Sedangkan data sekunder 

diperoleh melalui studi dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, 

standar operasional prosedur (SOP), serta dokumen pendukung lainnya, antara 

lain Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja 

Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2. Cara pengumpulan data 

Penulisan ini menggunakan 3 (tiga) metode utama dalam menghimpun data, 

yaitu observasi langsung, wawancara, dan studi pustaka atau dokumentasi. 

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses kerja penyaluran 

tunjangan kinerja di Bidkeu Mabes. Selanjutnya, wawancara dilakukan Bersama 



4 
 

     
 

Politeknik Negeri Jakarta  

staf teknis penyaluran guna mendapatkan informasi mendalam mengenai 

mekanisme kerja serta hambatan yang dihadapi di lapangan. Sebagai penguat 

data primer tersebut, studi dokumentasi juga dilakukan dengan mengkaji 

berbagai beberapa peraturan kedinasan serta SOP terkait yang berlaku di 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

3. Metode penulisan 

Penerapan ini menerapkan metode deskriptif kualitatif guna menguraikan 

secara sistematis alur prosedur serta kendala dalam penyaluran Tunjangan 

Kinerja pada Bidang Keuangan Markas Besar Pusat Keuangan Polri. Guna 

memperoleh data, penulis melakukan pengumpulan data primer dan sekunder 

melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen semasa magang.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami lembar tugas akhir ini, disusun 

secara sistematika sebagai berikut: 

Bab 1, Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan topik dan 

judul, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika 

penulisan laporan tugas akhir. 

Bab 2, Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang teori dan dasar hukum berkaitan 

dengan tunjangan kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal 

dan Undang-Undang yang berlaku. 

Bab 3, Gambaran Umum Instansi. Bab ini berisi profil instansi, struktur 

organisasi Bidkeu Mabes Puskeu Polri serta tugas dan fungsi instansi. 

Bab 4, Pembahasan. Bab ini berisi penjelasan terkait tahapan, hambatan, dan 

solusi dalam penyaluran tunjangan kinerja di Bidang Keuangan Markas Besar Pusat 

Keuangan Polri. 

Bab 5, Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang penulis 

berikan berdasarkan pengamatan langsung dan informasi yang didapat dari sumber 

yang aktual dan terpercaya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian mengenai prosedur penyaluran tunjangan kinerja pada layanan 

Bidang Keuangan Markas Besar Pusat Keuangan Polri, bahwa tunjangan kinerja 

telah didistribusikan dengan cara yang diatur dan teorganisir sesuai peraturan yang 

berlaku. Proses tersebut diawali dari pengajuan kebutuhan oleh Satker melalui 

aplikasi Puskeu Presisi pada menu JITU yang didasarkan pada daftar realisasi 

pembayaran. Selanjutnya, data yang diajukan akan melalui tahapan verifikasi dan 

validasi dengan mencocokkan data pada sistem pendukung, seperti aplikasi gaji 

berbasis web dan sistem SPAN, guna memastikan kesesuaian data pegawai, 

khususnya terkait identitas dan nomor rekening. 

Setelah data dinyatakan valid, Satker mengunggah data personel beserta rincian 

tunjangan kinerja ke dalam sistem perbankan, yaitu CMS untuk Bank BRI dan 

MCM untuk Bank Mandiri. Data tersebut kemudian melalui proses persetujuan 

(approval) oleh Bidkeu Mabes sebelum dana disalurkan ke rekening masing-

masing pegawai.  

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kendala yang dapat 

mempengaruhi kelancaran penyaluran tunjangan kinerja, di antaranya gangguan 

pada sistem perbankan, kendala pada aplikasi Puskeu Presisi, serta ketidaksesuaian 

data pegawai seperti perbedaan nama dan nomor rekening. Kendala tersebut 

berpotensi menyebabkan keterlambatan penyaluran maupun terjadinya retur dana 

ke rekening Bidkeu Mabes. Meskipun demikian, Bidkeu Mabes telah melakukan 

upaya untuk mengatasi kendala tersebut melalui koordinasi dengan pihak 

perbankan, Puskeu Polri, serta Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satker. 

Secara keseluruhan, prosedur penyaluran tunjangan kinerja telah berjalan dengan 

baik, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek teknis dan ketelitian data 

agar proses penyaluran dapat lebih optimal. 
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5.2 Saran 

Penulis menyusun sejumlah saran yang diharapkan berperan sebagai bahan 

masukan untuk mengoptimalkan efektivitas serta efisiensi mekanisme penyaluran 

tunjangan kinerja pada layanan Bidang Keuangan Markas Besar Pusat Keuangan 

Polri. 

1. Untuk    mendukung    kelancaran    seluruh    tahapan   penyaluran,   diperlukan  

    peningkatan kualitas dan stabilitas  dengan  cara  upgrade  pada  sistem  aplikasi  

    Puskeu Presisi. 

2. Untuk   mendukung   menghindari   kesalahan   data   yang  dapat menyebabkan  

    keterlambatan   penyaluran  maupun  retur  dana,   diperlukan   pembaruan   data  

    pegawai secara berkala oleh masing-masing Satker, terutama  terkait  nama  dan  

    nomor rekening. 

3. Untuk membantu dalam penyelesaian teknis secara cepat agar proses penyaluran  

    dapat tetap berjalan sesuai jadwal, perlu ditingkatkan  koordisasi  antara  Satker,  

    Bidkeu Mabes, Puskeu Polri, dan pihak perbankan dengan cara membentuk jalur  

    komunikasi yang lebih efektif seperti menggunakan grup koordinasi resmi. 

4. Untuk meminimalisir kesalahan yang dapat berdampak  pada  proses  verifikasi,  

    validasi, hingga pencairan dana, diperlukan peningkatan ketelitian dalam proses  

    penginputan data oleh operator dan Bendahara Pengeluaran. 
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Lampiran 6 Outline Laporan Tugas Akhir 

OUTLINE LAPORAN TUGAS AKHIR 

Pengertian 

Dalam buku pedoman teknis penyusunan laporan tugas akhir ini yang disebut 

dengan outline laporan tugas akhir adalah kerangka laporan tugas akhir yang akan 

disusun oleh mahasiswa yang berisi susunan bagian-bagian tugas akhir. Outline 

tersebut akan dipakai sebagai pegangan untuk menuangkan konsep, teori, data, 

analisis dan gagasan secara mantap, tuntas dan teratur sehingga penyusunan laporan 

tugas akhir menjadi focus. 

Manfaat 

a. Memberi tuntunan sehingga dapat menulis laporan tugas akhir secara focus, 

teratur, dan konsisten. 

b. Mencegah penyimpangan dari target tujuan pembahasan yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

c. Memudahkan untuk mencari dan mengumpulkan bahan tulisan dan data. 

Struktur Outline 

Dalam membuat kerangka laporan tugas akhir, digunakan simbol-simbol 

penomoran yang konsisten. Judul-judul bab laporan tugas akhir ditandai dengan 

angka Romawi (I, II, III, IV dst.). Selanjutnya tiap-tiap sub bab (anak bab) diberi 

tanda dengan huruf besar (huruf capital = A, B, C, D dst.) dan anak-anak sub bab 

tersebut ditandai dengan angka (1, 2, 3, 4 dst.). 

Contoh Struktur Outline Laporan Tugas Akhir 

Nama Mahasiswa : Tifani Dianisa Utami Putri 

NIM   : 2304321008 
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OUTLINE LAPORAN TUGAS AKHIR 

Judul Laporan Tugas Akhir: Prosedur Penyaluran Tunjangan Kinerja Pada Layanan 

Bidang Keuangan Markas Besar Pusat Keuangan Polri 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penulisan 

B. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran tunjangan kinerja pada personel 

di layanan Bidang Keuangan Markas Besar Pusat keuangan Polri. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses penyaluran 

tunjangan kinerja pada personel di layanan Bidang Keuangan Markas 

Besar Pusat Keuangan Polri. 

3. Untuk mengetahui solusi atau upaya yang dilakukan dalam mengatasi 

hambatan pada proses penyaluran tunjangan kinerja pada personel polri 

di layanan Bidang Keuangan Markas Besar Pusat Keuangan Polri. 

C. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir 

D. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Prosedur dan Penyaluran Tunjangan Kinerja 

B. Dasar Hukum Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kepolisian 

C. Ketentuan Umum 

D. Penyaluran Tunjangan Kinerja 

BAB III: GAMBARAN UMUM INSTANSI 

A. Profil Intansi Pusat Keuangan Polri 

B. Struktur Organisasi Pusat Keuangan Polri 

C. Tugas dan Fungsi Pusat Keuangan Polri 

D. Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Puskeu Polri 
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BAB IV: PEMBAHASAN 

A. Prosedur Penyaluran Tunjangan Kinerja 

B. Hambatan dalam Penyaluran Tunjangan Kinerja 

C. Solusi dalam Penyaluran Tunjangan Kinerja 

BAB V: PENUTUP 

A. Simpulan 

B. Saran 
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Lampiran 7 Struktur Organisasi Pusat Keuangan Polri 
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Lampiran 8 Salinan Data Laporan Realisasi Anggaran Februari 2026 
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Lampiran 9 Hasil Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Senin, 6 April 2026 

Waktu  : 10.33 

Tempat : Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Asrama Mahasiswa dan Staf 

Narasumber : Bapak Daman 

Pewawancara : Tifani Dianisa Utami Putri 

 

Pewawancara : Bagaimana proses penyaluran tunjangan kinerja di tingkat satker 

mabes polri, dan jelaskan tahap tahap untuk penyaluran tunjangan kinerja tingkat 

satker mabes? 

Narasumber : Penyaluran tunjangan kinerja yang diterima oleh anggota Polri, 

ASN Polri dan Pegawai PPPK dilingkungan Satker Mabes Polri terbagi menjadi 2 

bagian : 

1. Penyaluran Tunjangan Kinerja untuk anggota Polri, ASN Polri  yang memasuki  

    pensiun   dan   pegawai  PPPK   disalurkan   melalui   Puskeu   Polri   kemudian  

    dikirimkan ke rekening Bidkeu Mabes dan disalurkan melalui aplikasi perbankan  

    CMS untuk yang menggunakan bank BRI dan MCM untuk  yang  menggunakan  

    Mandiri langsung ke rekening anggota. 

2. Penyaluran   Tunjangan   Kinerja   untuk  anggota ASN Polri disalurkan melalui  

    aplikasi gaji web yang dibuat oleh Puskeu Polri yang mengajukan Surat Perintah  

    Pembayaran (SPM)  ke  KPPN  Jakarta III  yang   penyalurannya   langsung   ke  

    rekening pegawai. 

 

Pewawancara :  Dokumen atau data apa saja yang diperlukan dalam proses 

penyaluran tunjangan kinerja? 

Narasumber :  Dokumen yang diperlukan untuk penyaluran tunjangan kinerja 

yang belum menggunakan aplikasi gaji web berpedoman pada daftar realisasi 
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pembayaran yang terdapat pada aplikasi Puskeu presisi yang digunakan untuk 

mengajukan kebutuhan tunjangan kinerja anggota yang disalurkan sesuai dengan 

permintaan yang dibuat sedangkan untuk penyaluran tunjangan kinerja yang 

menggunakan aplikasi gaji web berpedoman pada daftar realisasi pembayaran yang 

terdapat pada aplikasi Puskeu presisi kemudian di validasi oleh system penyamaan 

data supplier gaji personil pada aplikasi SPAN yang dibuat oleh SITP Kemenkeu 

dan terakhir divalidasi oleh KPPN yang dicocokan dengan daftar gaji personil yang 

terdapat pada aplikasi gaji web kemenkeu.  

 

Pewawancara : Sistem atau aplikasi apa yang digunakan dalam pengolahan data 

tunjangan kinerja? 

Narasumber : Untuk saat ini pengelolaan data yang digunakan untuk pengajuan 

kebutuhan tunjangan kinerja Satker dilingkungan Polri menggunakan aplikasi 

Puskeu presisi dengan menu JIT 

 

Pewawancara : Bagaimana proses verifikasi atau pengecekan data sebelum 

tunjangan kinerja disalurkan? 

Narasumber : proses verifikasi atau pengecekan data sebelum Tunkin disalurkan 

bagi yang belum melalui aplikasi gaji web dilakukan melalui aplikasi CMS untuk 

bank BRI dan MCM untuk bank Mandiri yang disandingkan dengan total realisasi 

permintaan yang terdapat pada aplikasi Puskeu presisi sedangkan yang sudah 

melalui aplikasi gaji web melalui penyamaan data supplier pada aplikasi SPAN 

(terutama penulisan nama dan nomor rekening) yang disandingkan dengan aplikasi 

gaji web untuk data personil karena konsistensi data menjadi hal yang penting 

dalam proses validasi data yang sumber data tetap bersumber melalui total realisasi 

permintaan yang terdapat pada aplikasi Puskeu presisi.  

 

Pewawancara : Bagaimana mekanisme persetujuan atau approval sebelum dana 

tunjangan kinerja dicairkan? 

Narasumber : Satker meng-uploud data personil yang dilampirkan dengan rincian 

besaran Tunkin yang diterima oleh masing-masing anggota dengan format yang 
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ditentukan pada aplikasi CMS maupun MCM dengan status Need Verify untuk 

aplikasi CMS dan Uploud Complete untuk aplikasi MCM, apabila status demikian 

sudah muncul dan clear akan dilanjutkan ketingkat opproval.  

 

Pewawancara : Kapan biasanya tunjangan kinerja disalurkan kepada pegawai? 

Narasumber : sesuai Kep Kapolri Nomor: KEP/1907/XII/2025 tanggal 12 

Desember 2025 tentang Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan 

Polri T.A. 2026 dijelaskan bahwa pelaksanaan pembayaran Tunkin bagi pegawai 

dilingkungan Polri dilakukan setiap bulan setelah tanggal 15 (T+15) yang diajukan 

oleh Bendahara Pengeluaran Satker melalui Kabidkeu Mabes/Polda KE Puskeu 

Polri dengan menggunakan sarana elektronik Aplikasi Puskeu Presisi. 

 

Pewawancara : Kendala apa saja yang sering terjadi dalam proses penyaluran 

tunjangan kinerja? 

Narasumber : kendala yang sering dihadapi dalam penyaluran Tunkin yaitu 

adanya gangguan jaringan yang terdapat pada system perbankan yang menghambat 

proses penyaluran. 

 

Pewawancara : Apakah terdapat kendala terkait sistem aplikasi atau data pegawai 

dalam proses penyaluran? 

Narasumber : kendala terkait sistem aplikasi atau data pegawai dalam proses 

penyaluran kemungkinan bisa terjadi dan menghambat dalam proses penyaluran 

tunkin personil jika terjadi kendala dalam system Satker tidak bisa mengajukan 

kebutuhan tunjangan kinerja personil sedangkan apabila terjadi data pegawai yang 

tidak sesuai maka dana tunjangan kinerja akan kembali ke rekening Bidkeu Mabes. 

 

Pewawancara : Bagaimana pengaruh kesalahan penginputan data terhadap proses 

penyaluran tunjangan kinerja? 

Narasumber : apabila terjadi kesalahan penginputan data terhadap proses 

penyaluran tunjangan kinerja yang tidak sesuai dengan realisasi pembayaran 

tunjangan kinerja yang terdapat pada aplikasi Puskeu Presisi maka penyaluran 
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tunjangan kinerja ke personil yang diajukan oleh Bendahara Satker maka tidak akan 

dilakukan opprovel oleh Bidkeu Mabes sampai data yang diajukan diinput sesuai 

dengan realisasi permintaan. 

 

Pewawancara : Bagaimana koordinasi antara Bidkeu dengan satuan kerja terkait 

penyaluran tunjangan kinerja? 

Narasumber : Koordinasi yang dilakukan antara Bidkeu dengan satuan kerja 

(Satker) terkait penyaluran tunjangan kinerja dilakukan melalui telepon langsung 

dan melalui WA kepada Bendahara Pengeluaran masing-masing Satker jajaran 

Bidkeu Mabes. 
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